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Asas persamaan di hadapan hukum menyatakan bahwa setiap orang harus diperlakukan sama di hadapan hukum tanpa
pengecualian, sebagaimana amanat konstitusi Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Berbeda halnya, dengan asas persamaan di hadapan hukum yang tercantum dalam Pasal 5 butir b Qanun Aceh Nomor 6 Tahun
2014 tentang Hukum Jinayat sehingga menimbulkan ketidaksesuaian dengan teori pemberlakuan hukum pidana menurut tempat.
Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan asas persamaan di hadapan hukum dikaitkan dengan pengaturan penundukan diri di dalam
Qanun Jinayat, dan pengaturan pembedaan pemberlakuan antara non muslim dengan muslim dikaitkan dengan berlakunya asas
hukum pidana menurut tempat.
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif (normative legal research), yakni
metode yang mengkaji dan menganalisis asas-asas hukum seperti salah satunya asas persamaan di hadapan hukum yang terkandung
dalam peraturan perundang-undangan dengan menggunakan teori-teori atau konsep-konsep yang dikemukakan oleh para ahli atau
sarjana dalam buku-buku, jurnal dan karya ilmiah lainnya.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa asas persamaan di hadapan hukum dikaitkan dengan pengaturan penundukan diri di dalam
Qanun Jinayat belum diterapkan secara menyeluruh di dalam Qanun Jinayat. Pengaturan pembedaan pemberlakuan antara non
muslim dengan muslim memberikan kesan yang menyimpang dari teori pemberlakuan hukum pidana menurut tempat.
Disarankan kepada pembentuk Qanun agar lebih memperhatikan asas-asas hukum umum seperti asas persamaan di hadapan hukum
agar Qanun yang dibentuk tidak memuat hal-hal yang bersifat kontradiktif dengan asas-asas hukum. Perlu adanya persamaan
pemberlakuan antara non muslim dengan muslim di dalam Qanun Jinayat sehingga penerapannya sesuai dengan teori pemberlakuan
hukum pidana menurut tempat.
